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Abstrak : Status keperdataan dan hak kewarisan anak hasil Posthumous Reproduction menjadi persoalan
hukum keluarga seiring berkembangnya teknologi reproduksi berbantu. Kejelasan status hukum anak
tersebut penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak keperdataannya, khususnya hak mewaris dari
ayah biologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan dan hak waris anak hasil
Posthumous Reproduction berdasarkan hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Metode yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tersebut belum memperoleh kepastian status
sebagai anak sah, karena Undang-Undang Perkawinan disusun dengan asumsi pembuahan terjadi ketika
kedua orang tua masih hidup. Ketidakjelasan ini turut berdampak pada hak waris, sebab Pasal 836
KUHPerdata dan Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan keberadaan ahli waris saat
pewarisan terbuka, sehingga anak yang belum lahir atau dikandung berisiko kehilangan hak tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan norma hukum baru yang mengatur batas waktu kelahiran anak hasil
Posthumous Reproduction sebagai dasar pengakuan status dan hak warisnya, dengan pengaturan negara
lain sebagai bahan perbandingan.

Kata Kunci : Posthumous Reproduction, Status Anak, Hak Waris, Hukum Perkawinan.
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Perkembangan teknologi medis di bidang reproduksi yang terus berkembang menimbulkan
banyak tantangan bagi hukum kekeluargaan. Salah satu bentuk tantangan tersebut yaitu metode
Posthumous Reproduction (pembuahan pasca-kematian). Posthumous Reproduction terjadi ketika
sperma yang dibekekukan, digunakan untuk inseminasi buatan setelah pedonor sperma meninggal
dunia (Posthumous Reproduction, jurnal fertility and sterility, vol. 82,...). Proses ini biasa
dilakukan atas permintaan dari seorang isteri untuk memperoleh kehamilan dan melahirkan
seorang anak dan suami meninggal dunia sebelum pembuahan secara natural berhasil. Sperma
yang akan dilakuman inseminasi, dapat diambil sebelum kematian atau baru saja meninggal yang
kemudian dibekukan.

Konstruksi aturan hukum keluarga di Indonesia mensyaratkan adanya ikatan perkawinan
sebagai syarat legitimasi anak. Ketika perkawinan tersebut putus diakibatkan karena kematian,
maka menimbulkan problematika dalam menentukan status dan kedudukan anak yang dilahirkan.
Anak yang lahir setelah putusnya perkawinan tersebut menjadi tidak jelas status hukumnya dan
akan berdampak pula pada hak-hak anak tersebut.

Status keperdataan anak hasil dari Posthumous Reproduction menimbulkan kekosongan
norma dalam hukum positif di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk
selanjutnya disebut UU Perkawinan), memberikan definisi anak sah merupakan anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan apabila seorang anak lahir
hasil dari Posthumous Reproduction, menimbulkan dilema apakah anak tersebut dapat dianggap
sebagai anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau dapatkah pula dianggap sebagai anak
akibat perkawinan yang sah.

Hal ini berbeda dengan status dan kedudukan anak yang lahir secara pembuahan natural
selama orang tuanya masih hidup dan lahir ketika bapak anak tersebut telah meninggal dunia.
Kedudukan anak dalam hal seperti ini telah jelas tetap merupakan anak yang dilahirkan sebagai
akibat perkawinan yang sah. Sehingga, anak tersebut tetap merupakan anak yang sah. Berbeda
dengan anak yang lahir hasil dari Posthumous Reproduction. Oleh karena pembuahan
menggunakan metode tersebut dilakukan dengan pembekuan sperma, maka pembuahan dapat
dilakukan jauh setelah kematian. Seorang anak dapat saja lahir 2 ataupun 5 tahun setelah kematian
ayahnya. Syarat “dalam atau akibat perkawinan yang sah” menjadi kabur maknanya untuk
diterapkan. Kebingungan ini antara lain apakah dapat dianggap “hidup” atau dianggap telah putus
secara mutlak. Tanpa adanya pengakuan hukum yang pasti dan jelas, anak berisiko dianggap
menjadi anak luar kawin yang hak-hak nya dapat dipastikan berbeda dengan hak-hak anak sah.

Salah satu hak keperdataan yang fundamental bagi seorang anak adalah hak waris. Hak
anak untuk mewarisi didasarkan pada hubungan darah antara anak dengan orang tua. Hal ini
berdasarkan pada ketentuan Pasal 832 BW, Pasal 171 KHI, dan hukum adat. Artinya, anak tersebut
memang diakui secara hukum merupakan anak yang sah dari pewaris. Dengan adanya kekaburan
kedudukan anak, maka hak anak untuk mewarisi juga menjadi kabur.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia umumnya lebih banyak berfokus pada
isu bayi tabung (in vitro fertilization), inseminasi buatan, dan surrogacy, terutama dari aspek
keabsahan perkawinan, status anak sah, serta perlindungan hukum terhadap anak hasil reproduksi
berbantu. Selain itu, kajian mengenai hak waris anak juga lebih dominan membahas anak luar
kawin, anak hasil perkawinan beda agama, maupun anak hasil pengangkatan (adopsi). Namun,
masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus membahas Posthumous Reproduction, terutama
yang menghubungkan antara status keperdataan anak dengan hak kewarisannya dalam sistem
hukum Indonesia. Kekosongan ini semakin nyata karena hukum positif Indonesia, baik dalam
KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun peraturan di bidang kesehatan, belum
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mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan hukum anak yang lahir setelah kematian ayah
biologisnya melalui metode tersebut.

Di sisi lain, dalam hukum waris berlaku prinsip bahwa pewarisan terbuka pada saat
pewaris meninggal dunia, sedangkan anak hasil Posthumous Reproduction dapat lahir setelah
pewaris meninggal dan bahkan belum berada dalam kandungan saat kematian terjadi. Kondisi ini
menimbulkan konflik antara asas kepastian hukum dalam pewarisan dengan prinsip perlindungan
hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan biologis dengan pewaris.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian
hukum dengan menganalisis status keperdataan dan hak kewarisan anak hasil Posthumous
Reproduction secara komprehensif, serta menawarkan formulasi pengaturan hukum yang ideal
dalam perspektif hukum perdata dan kenotariatan di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak
pada fokus kajian yang mengintegrasikan aspek status keperdataan dan hak waris secara
bersamaan dengan pendekatan comparative law dan kebutuhan pembentukan norma hukum baru.
Rumusan Masalah

1. Status keperdataan anak yang lahir melalui metode Posthumous Reproduction berdasarkan
hukum perkawinan.

2. Bagaimana hak waris anak hasil Posthumous Reproduction terhadap ayah biologis yang
telah meninggal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan
hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif dan bertumpu pada analisis terhadap
bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum (Sukmawan & Damayanti, 2025).
Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative
approach) (Sonata, 2014). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis status keperdataan dan hak
waris anak dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai
landasan analisis, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk menelaah pengaturan
Posthumous Reproduction di berbagai negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri
atas peraturan perundang-undangan tersebut beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 dan putusan pengadilan lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok
permasalahan, sementara bahan hukum sekundernya berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian
yang membahas status keperdataan serta hak waris anak yang lahir melalui teknologi reproduksi
berbantu. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi
gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, serta didukung oleh konstruksi hukum melalui
analogi dan argumentum a contrario untuk memberikan jawaban atas kekosongan norma yang
ditemukan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif (Putra et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Keperdataan Anak Hasil Posthumous Reproduction Berdasarkan Hukum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadikan keberadaan perkawinan yang sah
sebagai dasar penentuan status hukum anak. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan
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menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum
agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ps. 2 ayat
(1)). Atas dasar pengaturan tersebut, anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan
yang sah dikualifikasikan sebagai anak sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) dalam rumusan awalnya
membatasi hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibu dan keluarga
ibunya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ps. 43 ayat (1)). Meskipun demikian, konstruksi
norma tersebut disusun dengan asumsi bahwa proses pembuahan berlangsung ketika kedua orang
tua masih hidup, sehingga belum memperhitungkan perkembangan teknologi reproduksi berbantu
yang memungkinkan pengambilan dan pemanfaatan sel gamet milik seseorang setelah yang
bersangkutan meninggal dunia untuk menghasilkan keturunan (Simana, 2018). Keadaan ini
memunculkan persoalan dalam memaknai frasa "dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah",
khususnya ketika diterapkan terhadap anak yang secara biologis merupakan keturunan dari
pasangan suami istri yang sah, tetapi baru dilahirkan setelah perkawinan berakhir karena
kematian ayah biologisnya.

Penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) kemudian mengalami perkembangan setelah lahirnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam pertimbangannya, Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa kehamilan secara alamiah tidak mungkin terjadi tanpa adanya
pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual maupun dengan
bantuan perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Atas dasar itu,
hubungan keperdataan antara seorang anak dan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya tidak
semata-mata ditentukan oleh adanya ikatan perkawinan, tetapi juga dapat dibuktikan melalui
hubungan darah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, 2010, hlm. 35). Putusan tersebut berawal dari perkara yang mempersoalkan
status perkawinan siri orang tua pemohon, dengan kondisi bahwa anak telah dilahirkan ketika
ayah biologisnya masih hidup sehingga permasalahan hukumnya bertumpu pada tidak adanya
pencatatan perkawinan, bukan karena ketiadaan ayah akibat meninggal dunia (Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 4). Sejak putusan tersebut dijatuhkan, ketentuan
mengenai status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dipahami lebih luas, yaitu
membuka kemungkinan pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis sepanjang hubungan
darahnya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang diakui
menurut hukum (Faridha et al., 2026). Namun demikian, ruang lingkup putusan tersebut belum
mencakup keadaan ketika anak belum dikandung, atau bahkan proses pembuahannya sendiri
belum terjadi, pada saat ayah biologis telah meninggal dunia sehingga belum memberikan jawaban
mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari kondisi tersebut.

Ketiadaan pengaturan mengenai status hukum anak yang lahir melalui reproduksi
berbantu setelah kematian ayah biologis semakin tampak apabila dibandingkan dengan
pengaturan terhadap bentuk teknologi reproduksi berbantu lainnya yang telah lebih dahulu
memperoleh dasar hukum di Indonesia. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa embrio hasil fertilisasi in vitro yang belum
ditanamkan wajib disimpan, tetapi tidak boleh ditanamkan kembali apabila ayah biologis telah
meninggal dunia, pasangan suami istri telah bercerai, atau embrio akan ditempatkan dalam rahim
perempuan lain. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah munculnya persoalan hukum
maupun dampak sosial pada kemudian hari (Dewi & Raditya, 2025). Pengaturan ini
memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia telah mempertimbangkan kemungkinan
meninggalnya salah satu pihak dalam pelaksanaan teknologi reproduksi berbantu, tetapi
pendekatan yang dipilih adalah menghentikan kelanjutan proses reproduksi, bukan mengatur
akibat hukum apabila kelahiran anak tetap terjadi. Kekosongan norma mengenai konsekuensi
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tersebut juga tercermin dalam kajian mengenai anak yang lahir melalui inseminasi buatan dengan
menggunakan sperma ayah yang telah meninggal dunia, yang menyimpulkan bahwa anak tersebut
tetap berkedudukan sebagai anak sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum
Islam, maupun hukum adat selama dilahirkan dalam keadaan hidup, meskipun secara normatif
prosedur reproduksinya dilarang (Susanto et al., 2020).

Permasalahan mengenai reproduksi pascakematian juga terlihat dalam pengaturan yang
diterapkan di berbagai negara. Beberapa negara, seperti Jerman, Italia, Swedia, Swiss, dan Prancis,
memilih melarang praktik postmortal reproduction secara tegas (Chekhovska et al., 2021).
Sebaliknya, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Israel pada umumnya masih membuka
kemungkinan dilaksanakannya praktik tersebut dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Meskipun demikian, pengaturan di keempat negara tersebut memperlihatkan karakteristik yang
relatif serupa, yaitu belum adanya prinsip hukum yang secara tegas mengatur FPosthumous
Reproduction sehingga memunculkan ambiguitas dalam penerapannya, adanya keharusan
memperoleh persetujuan (conmsenf) dari pihak yang telah meninggal semasa hidupnya, serta
pembatasan pengambilan dan penggunaan sel gamet yang hanya diperkenankan bagi pasangan,
bukan bagi orang tua dari pihak yang telah meninggal (Simana, 2018). Perbandingan tersebut
menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan yang dihadapi Indonesia bukan merupakan
persoalan yang bersifat khusus, melainkan bagian dari tantangan yang juga dihadapi berbagai
negara sebagai konsekuensi perkembangan teknologi reproduksi yang berlangsung lebih cepat
dibandingkan dengan kemampuan hukum untuk mengakomodasinya.

Ketidakjelasan mengenai makna anak sah dalam rezim hukum perkawinan dapat dianalisis
melalui perspektif teori kepastian hukum, yang memandang bahwa hukum seharusnya mampu
memberikan kejelasan mengenai hak dan kedudukan setiap subjek hukum. Dalam pandangan
Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum selain
keadilan dan kemanfaatan. Ia juga menempatkan kesetiaan terhadap norma tertulis (fidelity fo
statutes), komitmen terhadap keadilan, dan terjaminnya kepastian hukum sebagai unsur yang
harus hadir dalam suatu sistem peradilan yang baik (Radbruch, 2006). Tidak adanya pengaturan
yang secara eksplisit menentukan status anak hasil Posthumous Reproduction menunjukkan bahwa
sistem hukum perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan nilai kepastian hukum
tersebut, karena anak yang lahir melalui metode ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk
mengetahui kedudukan hukumnya. Permasalahan tersebut selaras dengan konsep real legal
certainty yang dikemukakan oleh Otto, yang menempatkan keberadaan aturan hukum yang jelas,
konsisten, dan mudah diakses sebagai syarat pertama dari lima prasyarat yang harus dipenuhi agar
suatu sistem hukum mampu memberikan kepastian hukum secara nyata kepada warga negara
(Oomen & Bedner, 2018). Oleh karena Pasal 2 dan Pasal 43 UU Perkawinan belum mengatur
secara tegas status hukum anak yang lahir melalui Posthumous Reproduction, kedua ketentuan
tersebut belum memenuhi prasyarat dimaksud sehingga masih menyisakan kekosongan norma
yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lahir melalui metode
tersebut.

Hak Waris Anak Hasil Posthumous Reproduction Terhadap Ayah Biologis yang Telah Meninggal

Pengaturan hukum waris di Indonesia, baik yang berlandaskan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, mensyaratkan bahwa seseorang harus telah
memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris ketika pewarisan mulai terbuka. Ketentuan tersebut
tercermin dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa
seseorang hanya dapat mewaris apabila telah ada pada saat warisan jatuh meluang (Mone Kaka &
Kusumawati, 2024). Pengaturan yang sejalan juga ditemukan dalam Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi
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Hukum Islam, yang mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat pewaris meninggal
dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Faridha et al.,
2026). Rumusan kedua ketentuan tersebut memunculkan persoalan ketika diterapkan terhadap
anak yang lahir melalui Posthumous Reproduction, mengingat pada saat ayah biologisnya
meninggal dunia anak tersebut belum lahir, bahkan dalam keadaan tertentu belum memasuki
tahap pembuahan, sechingga secara tekstual belum dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang "telah
ada" sebagaimana dipersyaratkan dalam kedua ketentuan tersebut.

Permasalahan tersebut tercermin pada kedudukan anak yang lahir melalui inseminasi
buatan dengan menggunakan sperma ayah yang telah meninggal dunia. Walaupun anak tersebut
diakui sebagai anak sah, hak untuk mewarisi harta peninggalan ayahnya tidak dapat diberikan
karena kelahirannya terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sehingga persyaratan sebagaimana
diatur dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi (Susanto et al.,
2020). Dalam kondisi demikian, hak mewaris baru dapat diperoleh dari pihak ibu apabila
pewarisan terbuka setelah anak lahir dan masih hidup, sehingga syarat sebagai ahli waris telah
terpenuhi (Susanto et al., 2020). Pendekatan yang serupa juga dijumpai dalam hukum Islam, yang
mensyaratkan ahli waris tetap hidup pada saat pewaris meninggal dunia, sehingga anak hasil
inseminasi buatan dari ayah yang telah meninggal hanya memiliki hak mewaris melalui garis
keturunan ibu (Susanto et al., 2020). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian
antara pengakuan terhadap status hukum anak sebagai anak sah dan perlindungan atas hak
keperdataan yang melekat sebagai konsekuensi dari status tersebut, khususnya hak untuk mewaris
dari ayah biologis, sechingga persoalan yang sama berpotensi muncul terhadap anak yang lahir
melalui Posthumous Reproduction.

Ketidaksinkronan antara pengakuan status keperdataan anak dan pemenuhan hak waris
juga terlihat dalam perkembangan perkara anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688
PK/Pdt/2016, yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan dari
ayah biologisnya tetap tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal
842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan
Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya mengatur
pergantian ahli waris bagi keturunan sah pewaris, tanpa memasukkan anak luar kawin yang telah
diakui sebagai bagian dari subjek yang berhak menggantikan kedudukan ahli waris (Salamintargo,
2022). Kecenderungan yang sama juga tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, di mana hakim tetap menerapkan standar pembuktian yang
ketat dan berpegang pada pendekatan formal dalam menentukan hak waris anak luar kawin,
sehingga perluasan makna yang dihasilkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya
tercermin dalam praktik peradilan (Rajib et al., 2026). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa anak
yang lahir melalui Posthumous Reproduction berpotensi menghadapi persoalan hukum yang
serupa, bahkan dalam tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi karena hingga saat ini belum
terdapat pengaturan maupun preseden peradilan yang secara khusus mengatur kedudukan
hukumnya.

Berbeda dengan pendekatan hukum waris perdata, hukum Islam menawarkan mekanisme
yang dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan perlindungan hak keperdataan melalui
konsep wasiat wajibah. Hal ini tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 tentang Posisi Anak Akibat Perzinahan dan Perlakuannya, yang menegaskan bahwa anak luar
kawin yang hubungan biologisnya dengan ayah dapat dibuktikan secara ilmiah tetap tidak
mempunyai hak mewaris dari ayah biologisnya, tetapi dapat memperoleh bagian harta
peninggalan melalui wasiat wajibah dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan.
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Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai solusi atas tumpang tindih pengaturan hukum waris yang
muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-~VIII/2010 (Judiasih et al., 2024).
Fleksibilitas yang serupa juga tampak dalam hukum adat. Pada masyarakat adat Tana Toraja,
misalnya, anak luar kawin yang memiliki hubungan baik dengan keluarga ayah biologisnya tetap
dimungkinkan memperoleh bagian dari harta warisan keluarga tersebut, meskipun porsinya lebih
kecil dibandingkan anak sah (Anugerahayu & Satriawan, 2025). Kedua mekanisme tersebut
menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif tidak selalu
mengakibatkan hilangnya hak waris, karena terdapat instrumen hukum lain yang dapat digunakan
untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak sesuai dengan karakteristik sistem
hukum yang berlaku.

Permasalahan mengenai hak waris anak yang lahir melalui Posthumous Reproduction juga
memperoleh perhatian dalam berbagai literatur internasional. Dalam kajian-kajian tersebut,
persoalan pewarisan dan pengelolaan harta peninggalan dipandang sebagai salah satu isu hukum
yang harus diselesaikan bersamaan dengan pengaturan mengenai persetujuan penggunaan materi
genetik serta penentuan status orang tua (Polyakov & Rozen, 2023). Beberapa negara telah
mengembangkan mekanisme yang lebih operasional untuk menyeimbangkan kepastian hukum
dalam pewarisan dengan perlindungan terhadap kepentingan anak hasil Posthumous
Reproduction. Salah satu contohnya terdapat dalam Uniform Probate Code di Amerika Serikat yang
memperlakukan anak yang lahir melalui metode tersebut seolah-olah telah berada dalam
kandungan pada saat pewaris meninggal dunia, dengan syarat anak telah berada dalam
kandungan paling lambat 36 bulan setelah kematian pewaris atau dilahirkan paling lambat 45
bulan sejak saat tersebut (Simana, 2018). Pengaturan yang disertai batasan waktu tersebut
menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kepastian dalam pembagian warisan sekaligus tetap
memberikan ruang bagi pengakuan hak waris anak yang lahir melalui Posthumous Reproduction.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif teori perlindungan hukum, benturan antara
asas kepastian dalam pewarisan dan perlindungan terhadap hak anak yang lahir melalui
Posthumous Reproduction berakar pada karakter dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best
interests of the child) itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip tersebut dirumuskan untuk melindungi
kepentingan anak yang telah lahir atau setidaknya telah memiliki eksistensi, bukan untuk
menentukan status hukum calon anak yang bahkan belum dikonsepsi. Akibatnya, penerapan
prinsip tersebut menjadi lebih kompleks ketika dihadapkan pada teknologi reproduksi berbantu,
karena keputusan hukum mengenai penggunaan materi genetik harus diambil sebelum
keberadaan anak itu sendiri terwujud (Garayova, 2024). Karakteristik tersebut menjelaskan
mengapa hukum waris yang berlaku selama ini, yang menjadikan keberadaan ahli waris pada saat
pewarisan terbuka sebagai syarat utama, belum mampu mengakomodasi kedudukan anak hasil
Posthumous Reproduction tanpa adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengantisipasi
kondisi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan mengenai status keperdataan anak yang lahir melalui Posthumous
Reproduction dalam hukum perkawinan Indonesia masih menyisakan ketidakjelasan norma. Pasal
2 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dengan asumsi bahwa proses
pembuahan berlangsung ketika kedua orang tua masih hidup, sehingga belum mengakomodasi
kemungkinan penggunaan materi genetik setelah salah satu pihak meninggal dunia. Di sisi lain,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang memperluas pengakuan
hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian hubungan darah,
tetapi putusan tersebut lahir dari perkara yang pembuahannya terjadi ketika ayah masih hidup
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schingga belum memberikan dasar hukum bagi anak hasil PFPosthumous Reproduction.
Ketidakjelasan tersebut berdampak pada pemenuhan hak waris, mengingat Pasal 836 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam sama-sama
mensyaratkan keberadaan ahli waris pada saat pewarisan terbuka. Persyaratan tersebut secara
tekstual tidak dapat dipenuhi oleh anak yang belum dikandung ketika ayah biologisnya meninggal
dunia, sebagaimana tercermin pula dalam pengaturan mengenai anak hasil inseminasi buatan dari
ayah yang telah meninggal maupun anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/ 2010, yang memperlihatkan bahwa pengakuan status anak sebagai anak sah belum
tentu diikuti dengan pengakuan atas hak warisnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem
hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia belum mampu memberikan kepastian hukum
terhadap kedudukan anak hasil Posthumous Reproduction, sekaligus memperlihatkan adanya
benturan antara prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan hukum waris yang
mensyaratkan keberadaan ahli waris pada saat pewarisan terbuka. Oleh karena itu, diperlukan
pembentukan norma yang secara khusus mengatur batas waktu kelahiran anak hasil Posthumous
Reproduction sebagai dasar pengakuan hak waris, dengan menjadikan pengaturan dalam Uniform
Probate Code di Amerika Serikat sebagai salah satu bahan perbandingan. Upaya tersebut perlu
diikuti dengan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan di bidang kesehatan reproduksi agar tercipta
pengaturan yang lebih konsisten, sedangkan penelitian berikutnya diharapkan dapat
mengembangkan kajian empiris apabila telah tersedia perkara konkret yang diputus oleh
pengadilan Indonesia mengenai isu ini.
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